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ABSTRAK 

 

 Perkawinan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak   

perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), 

pendidikan dan lain hal. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan 

yang amat suci yaitu dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan 

direstui agama, kerabat, dan masyarakat. Di Indonesia masalah perkawinan diatur 

dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh masyarakat 

Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat yang 

beragama Islam, kedua dasar hukum ini, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

dan Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi 

penduduk Indonesia yang beragama Islam, yakni orang-orang yang akan 

melaksanakan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan, perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu. Ketentuan dalam agama Islam, akad nikah sah secara syar’i 

jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun perkawinan ada 5, yaitu 

: pengantin laki-laki,pengantin perempuan, wali, dua orang saksi serta ijab dan 

kabul, dalam salah satu syarat pengucapan ijab kabul diharuskan untuk dilakukan 

dalam satu waktu dan satu tempat, padahal dalam kenyataannya terdapat praktik 

akad nikah yang dilakukan dalam tempat yang berbeda, yaitu dengan 

memanfaatkan teknologi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui 

keabsahan akad nikah melalui video call ditinjau dari perspektif  Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk 

mengetahui pembuktian keabsahan akad nikah dan mekanisme pencatatan 

perkawinan melalui video call. Penulisan hukum ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian terhadap data sekunder.  Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam 

masyarakat dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara 

hierarki. Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka hendaknya bagi para 

pihak yang akan melaksanakan perkawinan, harus memenuhi rukun dan syarat-

syarat yang telah ditentukan, baik yang memenuhi ketentuan agama Islam 

maupun ketentuan hukum Negara. Selain itu, untuk menjamin dan melindungi 

perkawinannya, maka perkawinannya tersebut harus dilaksanakan dengan 

pengawasan dan pencatatan oleh PPN, supaya perkawinannya memiliki kekuatan 

hukum tetap.  
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